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MOTTO 
 
 اَذ َناَك ْوَلَو اوُلِدْعَاف ْمُتْل ُق اَذِإَو   ۖ  اَهَعْسُو الَِإ اًسْف َن ُفِّلَُكن َلَ   ۖ  ِطْسِقْلِاب َناَزيِمْلاَو َلْيَكْلا اوُفْوَأَو
 َنوُر اَكذَت ْمُكالَعَل ِِهب ْمُكااصَو ْمُكِل ََٰذ   ۖ  اوُفْوَأ ِهاللا ِدْهَِعبَو   ۖ  َٰىَبْر ُق 
(156:ماعنلأا) 
 
“janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu." 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(   ۖ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
 
 
 
 
xi 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammahِ transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiii 
 
1. اّنبر Rabbanā 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
xiv 
 
3. ؤنلا An-Nauꞌ 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخوله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
xv 
 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Erida Sapera, NIM: 152111282 “Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap 
Pembebanan Bea Administrasi Pembetalan Tiket Kereta Api (Studi Kasus di 
Stasiun Solo Balapan)” 
Skripsi ini merupakan upaya untuk meneliti pelaksanaan proses 
pembatalan tiket kereta api yang dikenakan bea administrasi ditinjau dari segi fiqh 
muamalah. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan jual 
beli dan pembatalan tiket yang diterapkan PT.KAI ? (2) Bagaimana tinjauan fiqh 
muamalah terhadap pembebanan bea administrasi pembatalan tiket kereta api ? 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad jual beli 
tiket kereta api yang sudah terjadi, namun dikemudian hari atas keinginan 
customer ingin membatalkan tiket kereta tersebut dikarenakan kepentingan 
mendesak. Selain itu juga bertujuan menjelaskan proses pembatalah tiket kereta 
api yang dikenakan bea administrasi 25%  yang ditinjau dalam fiqh . Jenis 
penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data berupa wawancar, dan dokumentasi. Analisis data 
menggunakan metode deskriptif analitis, penyusun menyajikan uraian-uraian 
berdasarkan hasil wawancara, melakukan pengamatan dan informasi yang 
diperoleh dari narasumber yang sesuai dengan tujuan penelitian.   
 Transaksi jual beli tiket kereta api secara otomatis terbentuklah perjanjian 
antara penumpang dengan PT. KAI yang berbentuk tiket. Pada saat melakukan 
pembelian telah tertulis persyaratan dan ketentuan mengenai segala bentuk 
transaksi pemesanan dan jual beli tiket. Penumpang boleh melakukan pembatalan 
tiket kereta api yang telah dibeli, akan tetapi harus mengikuti ketentuan yang 
ditetapkan PT. KAI. Ketentuan tersebut tertuang dalam formulir pemesanan  tiket 
kereta api. Penumpang yang membatalkan tiket dikenakan bea administrasi 25% 
dari harga tiket.. Dalam fiqh muamalah pembatalan tiket yang diterapkan PT.KAI 
tersebut termasuk dengan adanya khiyar untuk meneruskan atau membatalkan 
aqad. Dan adanya ta’widh yaitu ganti rugi dalam pembatalan perjanjian.  
 
  
Kata Kunci: Jual  Beli Tiket, Perjanjian, Khiyar, Ta’widh 
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ABSTRACT 
 
Erida Sapera, SRN: 152111282 “Tinjaun Fiqh Muamalah Terhadap 
Pembebanan Bea Administrasi Pembetalan Tiket Kereta Api (Studi Kasus di 
Stasiun Solo Balapan)” 
 This thesis is an attempt to examine the implementation of the process of 
canceling train tickets that are subject to administrative fees in terms of muamalah 
fiqh. The problems of this research are (1) How is the sale and purchase and ticket 
cancellation implemented by PT. KAI? (2) How do you review fiqh muamalah on 
charging administrative fees for canceling train tickets? 
 This study aims to describe the implementation of the train ticket 
purchase agreement that has occurred, but in the future at the desire of the 
customer to cancel the train ticket due to urgent interests. It also aims to explain 
the cancellation process of train tickets that are subject to a 25% administrative 
fee which is reviewed in fiqh. This type of research is field research using data 
collection techniques in the form of interviews, and documentation. Data analysis 
using descriptive analytical methods, the authors present descriptions based on the 
results of interviews, make observations and information obtained from sources in 
accordance with the research objectives. 
 The train ticket purchase transaction automatically forms an agreement 
between the passenger and PT. KAI in the form of a ticket. When making a 
purchase, it has written the terms and conditions regarding all forms of ordering 
and buying and selling tickets. Passengers may cancel train tickets that have been 
purchased, but must follow the conditions set by PT. KAI These provisions are 
contained in the train ticket order form. Passengers who cancel the ticket are 
subject to an administrative fee of 25% of the ticket price. In the fiqh, the 
cancellation of the ticket applied by PT. KAI includes the presence of khiyar to 
continue or cancel the aqad. And the existence of ta'widh is compensation in the 
cancellation of the agreement. 
 
Key Word: Buy and Sell Tickets, Agreement, Khiyar, Ta'widh 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia. 
Transportasi merupakan alat sarana pencapaian pembangunan ekonomi 
secara merata. Tanpa adanya trannsportasi sebagai sarana pendukung tidak 
dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha 
pengembangan ekonomi dari suatu negara diperlukan kapasitas angkutan 
yang optimun. Namun perlu diperhatikan bahwa penentuan kapasitas 
transportasi dan tingkatan investasinya tidak merupakan hal yang mudah 
dilaksanakan.
1
 
Berbicara mengenai transportasi umum yang ada di Indonesia, 
akan di temui banyak sekali jenisnya seperti hal nya pesawat, kapal laut, 
bus, dan kereta api. Banyaknya jenis dan pilihan terhadap moda 
transportasi yang tersedia, membuat perusahaan-perusahaan penyedia jasa 
transportasi umum baik Badan Usaha Milik Negara maupun Swasta, 
bersaing untuk menarik perhatian konsumen untuk mempergunakan jasa 
yang disediakannya. 
 Diantara beberapa pilihan tersebut, moda transportasi umum jalur 
darat yakni kereta api merupakan salah satu pilihan yang paling diminati 
                                                          
1
Abdul Kadir, “Transportasi: Peran Dan Dampaknya Dalam Pertumbuhan Ekonomi 
Sosial”, Jurnal Perencanaan & Pengembangan Wilayah WAHANA HIJAU, (Universitas Sumatera 
Utara) Vol. 1 Nomor 3, 2006, hlm.121. 
2 
 
 
 
oleh banyak masyarakat di Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Dengan  
harga yang terjangkau dan bervariasi, serta tingkat pelayanan yang baik, 
kereta api bisa dikatakan menempati urutan teratas melampaui bus. Hal 
inilah yang membuat system pelayanan yang di sediakan oleh PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) terus di perbaiki. 
 PT. Kereta Api Indonesia merupakan suatu perusahan milik 
pemerintahan (BUMN) yang berorientasi pada layanan jasa transportasi. 
Awal nama perusahaan kereta api ini adalah Djawatan Kereta Api 
Republik Indonesia (DKARI). Kemudian, berturut-turt berubah menjadi 
Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA), Perusahaan Jawatan Kereta Api 
(PJKA), Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka), dan PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero).  
 Banyaknya transformasi yang telah dilakukan oleh PT KAI, yang 
paling menonjol adalah dalam system pemesanan tiket kereta api. Jika 
dahulu pemesanan tiket hanya dapat dilakukan di loket-loket pemesanan 
tiket, kini seiring berkembangnya teknologi masyarakat tidak perlu lagi 
berdesakan dan antre panjang demi memesan tiket di loket, karena sudah 
dapat dipesan melalui layanan online. 
 Adanya aplikasi resmi KAI Acces yang dibuat oleh PT. Kereta Api 
Indonesia, sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan pembelian 
tiket maupun pembatalan tiket. Dan untuk pembatalan tiket sendiri bisa 
dilakukan secara online jika pembelian tiket awal dilakukan secara online 
melalui KAI Acces. Jika pembelian dilakukan secara manual melalui 
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stasiun, maka pembatalan pun hanya dapat dilakukan dengan mendatangi 
stasiun-stasiun tertentu.  
 Dilain kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh PT KAI, ada 
sedikit kekurangan terhadap system pembatalan tiket yakni terkait 
pengembalian uang yang sudah dibayarkan. Dimana uang pemesanan tiket 
yang telah dibayarkan tidak dapat langsung diminta apabila tiket telah 
dibatalkan, melainkan konsumen jasa kereta api harus menunggu sampai 
batas waktu yang ditetapkan oleh PT KAI. 
 Untuk calon penumpang kereta api yang ingin melakukan 
pembatalan tiket kereta api, adanya bea adminitrasi dari pembatalan yang 
dilakukan yaitu sebesar 25% dari harga tiket. Dari beberapa calon 
penumpang cukup mengeluhkan hal tersebut.  
 Banyaknya calon penumpang pula yang mengeluhkan uang 75% 
sisa dari bea pembatalan yang tidak kembali, dan mayoritas dari calon 
penumpang tersebut memilih pengembalian melalui via transfer.   
 Adapun permasalahannya apabila hal ini dikaitkan dengan prinsip-
prinsip jual beli dalam fiqh muamalah, apakah sudah sesuai dengan fiqh 
muamalah ataukah belum. Maka dari itu guna membahas dan melakukan 
sebuah penelitian yang mendalam terhadap permasalahan tersebut, dengan 
ini penulis mengambil judul penelit ian skripsi yaitu: TINJAUAN FIQH 
MUAMALAH TERHADAP PEMBEBANA BEA ADMINISTRASI 
PEMBATALAN TIKET KERETA API (Studi Kasus di Stasiun Solo 
Balapan) 
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B. Rumusan Masalah 
Dari uraian diatas dapat diidentifikasikan masalah yang adayaitu: 
1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dan pembatalan tiket yang diterapkan 
oleh PT Kereta Api Indonesia terkait pembebanan bea administrasi 
pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan? 
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pembebanan bea 
administrasi pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian: 
1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli sekaligus pembatalan 
tiket yang diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia terkait pengenaan 
bea pembatalan dan bea administrasi tiket kereta api di Stasiun Solo 
Balapan. 
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pembebanan bea 
administrasi pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan. 
 
D. Manfaat penelitian 
 Setelah menjelaskan mengenai tujuan dari penelitian ini, maka 
manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu  
pengetahuan, wawasan, kemampuan menulis dan memberikan 
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gambaran yang jelas dalam bidang hukum ekonomi Islam yang 
berkaitan dengan transaksi tiket kereta api. 
2. Bagi Masyarakat 
 Hasil penelitian ini dapat disumbangkan kemasyarakat khususnya 
masyarakat yang membutuhkan pengetahuan mengenai hukum 
ekonomi Islam, yakni dalam transaksi dan pemesanan tiket kereta api. 
3. Bagi Ilmu Pengetahuan 
 Hasil penelitian ini dapat menambah sumbangan ilmu pengetahuan 
dalam bidang hukum ekonomi Islam yang terkait dengan transaksi 
dalam pemesanan tiket kereta api. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Teori Jual beli 
Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu 
mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 
lain untuk membayar suatu harga yang telah dijanjikan.
2
 
Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai’ yang berarti 
menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu dengan 
sesuatu yang lain.
3
  
                                                          
2
 Moh. Ah. Subhan, Hak Pilih (KHIYAR) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial 
Menurut Perspektif Hukum Islam,  Jurnal Akademika, (Universitas Islam Lamongan) Vol.11 
Nomor.1, 2017, hlm. 63 
3
 Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 
Vol.3 Nomor.2, 2015, hlm.240 
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Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang 
yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, 
yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai 
denganperjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan 
disepakati.
4
 
2. Teori Perjanjian 
Perjanjian adalah pertemuan kehendak para pihak yang berawal 
dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi 
para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak berkaitan dengan 
pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu 
penyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak 
terjadi pada masa akan datang.
5
 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) 
memberikan pengertian terhadap perjanjian dalam ketentuan 
Pasal1313 yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan 
di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang 
lain atau lebih” 
 Definisi perjanjian yang disesuaikan dengan pengertian persetujuan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disampaikan oleh. 
Subekti,.yang membedakan pengertian antara perikatan dengan 
perjanjian.Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan 
                                                          
4
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 68-
69. 
5
 Ridwan khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian 
pertama), Fakultas Hukum UII Press, hlm57. 
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perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. 
Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. 
Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu 
setuju untuk melakukan sesuatu.
6
 
3. Teori Khiyar  
Dalam fiqh dikenal adanya Khiyar, Khiyar secara bahasa 
merupakan kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari 
dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan 
menurut istilah khiyar yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik 
berupa meneruskan akad atau membatalkannya.
7
 
Menurut ulama terkini khiyar adalah hak orang yang berakad 
dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab 
secara syar’i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan 
ketika berakad. Sedangkan khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi 
Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli 
untuk melanjutkan akad jual beli yang dilakukan.
8
 
Mengenai pembahasan khiyar dikemukakan oleh ulama fiqh dalam 
permasalahan yang menyangkut per-data. Khususnya transaksi 
ekonomi , yang menurut mereka bahwa khiyar disyari’atkan atau 
dibolehkan dalam Islam didasarkan pada suatu kebutuhan yang 
                                                          
6
 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm.29  
7
 Mardani, Fiqh Ekonomi Syari‟ah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105 
8
 Ibid.   
8 
 
 
 
mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing 
pihak yang melakukan transaksi.
9
 
4. Teori Ta’widh  
Ta’widh berasal dari kata iwadha yang mempunyai arti memberi 
ganti atau mengganti, sedangkan kata ta’widh sendiri mempunyai arti 
secara bahasa mengganti. Secara umum pengertian ta’widh adalah 
menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan 
dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas 
dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian 
yang diperkirakan akan terjadi karena peluang yang hilang.
10
 
Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam syariah adalah 
adanya mekanisme ta’widh (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang 
hak-haknya dilanggar, sedangkan yang dimaksud dengan ta’widh 
(ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran 
atau kekeliruan.
11
 
 
F. Tinjauan Pustaka 
Penelitian atau pengkajian yang secara khusus menelaah mengenai 
pembebanan bea administrasi pembatalan terhadap tiket kereta api pada 
dasarnya adalah hal yang wajar terjadi dalam semua jenis trasnportasi 
umum. Adanya biaya atau biasa disebut dengan bea terhadap pembatalan 
                                                          
9
 Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam III, Cet. I, (Jakarta: Ijtiharvan Hoften, 
1996), hlm.914 
10
 Tim Khasiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia, (Suabaya: Khasiko, 2000), hlm. 449 
11
 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi 
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2007),  hlm.828. 
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tiket merupakan suatu hal yang wajar apabila tidak merugikan konsumen 
selaku pemakai jasa kereta api. Hal ini dikarenakan dalam hukum Islam 
telah diatur mengenai kegiatan muamalah yang dimana dalam setiap 
transaksi perniagaan, haruslah bersifat jujur dan terbuka. 
Adapun penelitian yang terkait dengan pembebanan bea 
administrasi pembatalan tiket kereta api, Skripsi yang disusun oleh Fitri 
Roshadina dengan judul “Pengenaan Bea Pembatalan dan Bea 
Administrasi Tiket Kereta Api Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di 
Stasiun Tugu Yogyakarta)”. Skripsi tersebut berbicara mengenai 
“Pengenaan bea pembatalan dan bea administrasi berdasarkan perjanjian 
baku. dan ditinjau dalam perspektif hukum Islam”.12 Ada persamaan dan 
perbedaan dengan skripsi yang ditulis oleh penulis. Persamaanya adalah 
skripsi Fitri Roshadina lebih berfokus pada kebijakan, sedangkan penulis 
lebih memperluas bukan hanya kebijakannya saja melainkan membahas 
mengenai proses dan prosedur dalam pengenaan bea administrasi 
pembatalan  tiket kereta api. 
Skripsi yang disusun oleh Agus Purnomo, yang berjudul “Tinjauan 
Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di Agen 
Garasi, Gerbang Transportasi Yogyakarta). Tulisan ini mengkaji mengenai 
permasalahan ditinjau dari perspektif  Muamalah. Secara garis besar Agus 
Purnomo menjelaskan bahwa jual beli tiket pesawat terbang di perusahaan 
                                                          
12
 Fitri Roshadina,“Pengenaan Bea Pembatalan dan Bea Administrasi Kereta Api Dalam Tin 
jauan Hukum Islam” Skripsi diterbitkan Jurusan Ahwal Al-syakhsiyah Fakultas Syariah UIN 
Malang, Malang, 2014. 
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jasa tiket Garasi Tour & travel bertentangan menurut hukum Islam, karena 
penetapan harga yang tidak transparan saat konsumen melakukan 
pelunasan pembayaran, padahal jika dilihat pada kenyataannya, harga tiket 
yang baru justru lebih murah.
13
 
Skripsi yang disusun oleh Diah Heri Susanti yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual 
Beli di Mini Market Pemela Yogyakarta” . Tulisan ini menjelaskan bahwa 
pembulatan harga menciptakan ketidak adilan salah satu pihak karena 
pembeli dipaksa tunduk pada keinginan penjual dengan membulatkan 
harga secara sepihak.
14
 Skripsi tersebut lebih fokus membahas mengenai 
konsep fiqh muamalah dalam pelaksanaan jual beli tiket yang dilakukan di 
Stasiun Kereta Api baik yang secara online maupun secara langsung. 
Dalam skripsi tersebut lebih ditekankan kepada sistem penjualan tiket 
yang dilayani di stasiun langsung, dengan berbagai kebijakan yang 
mengikat para calon penumpang.
15
 
Adapun setelah mengkaji dan mendalami karya tulis skripsi di atas, 
alasan pengambilan judul tersebut dikarenakan permasalahan terhadap 
pengembalian uang dari pembatalan dan pengenaan bea administrasi 
                                                          
13
 Agus Purnomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket Pesawat (Studi Kasus di 
Agen Garasi, Gerbang Transportasi Yogyakarta), Skripsi diterbitkan, Fakultas Syariah dan 
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013. 
14
 Diah Heri susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam 
jual beli di Mini Market Pamela Yogyakarta”, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, Fakultas 
Syariah dan Hukum, Yogyakarta, 2003. 
15
 Intan Rahmalia, “Sistem Penjualan Tiket Kereta Api di Stasiun Kereta Api Simpang Haru 
Kota Padang di Tinjau Dari FiqhMuamalah”, diterbitkan oleh UIN Imam Bonjol, Padang, 2018. 
 
 
11 
 
 
 
masih sangat jarang dibahas dalam tinjauan Hukum Islam. Kebanyakan 
karya tulis maupun skripsi hanyalah membahas mengenai tinjauan dari 
segi hukum Perlindungan Konsumen.  
Karya tulis ini lebih membahas mengenai praktek transaksi jual 
beli tiket, yang ditinjau dari segi fiqh muamalah. Dan di kaitkan dengan 
praktek teori khiyar dan ta’widh. Dan penulis memperluas mengenai 
kebijakan proses dan prosedur pihak stasiun dalam menangani bea 
pembatalan administrasi tiket kereta api.  
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 
yang bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 
bersifat melukiskan atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari sifat 
menjelajah”.16 
Jadi penulis akan melukiskan secara sistematis dan menyeluruh 
tentang proses pembebanan bea administrasi pembatalan tiket kereta 
api ditinjau dari fiqh muamalah. 
2. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian dilaksanakan di Stasiun Solo Balapan, 
dikarenakan Stasiun Solo Balapan merupakan salah satu stasiun besar 
                                                          
16
 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, (Bandung: 
Mandar Maju, 1995) hlm. 10. 
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yang menghubungkan jalur kereta api di Pulau Jawa bagian selatan 
dan utara. Sehingga bisa dikatakan Stasiun Solo Balapan adalah 
stasiun central yang sangat padat lalu lintas kereta api nya. 
3. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah Kepala Stasiun Solo Balapan yang 
memiliki kewenangan dan pengetahuan luas terhadap tujuan yang 
akan diteliti oleh penulis. 
4. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data Primer adalah data dasar, atau data asli yang diperoleh langsung 
dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum 
diolah dan belum diuraikan orang lain.
17
 Adapun data primer dalam 
penelitian ini yaitu berupa surat-surat dan kumpulan aturan prosedur 
yang mengatur mengenai pengenaan bea pembatalan dan bea 
administrasi. 
b. Data sekunder  
Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan sebagainya.
18
  
 
 
 
                                                          
17
 Ibid., hlm. 65 
18
 Ibid. 
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H. Teknik Pengumpulan Data 
1. Studi Kepustakaan 
Dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
literatur atau kepustakaan (libraryre search). Penelitian kepustakaan 
ialah penelitian yang mengunakan cara untuk mendapatkan data 
informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, 
seperti buku, majalah, dokumen.
19
 Dengan demikian pengumpulan 
data dalam penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan 
sekunder dalam bentuk tertulis. 
2. Studi Lapangan 
a. Observasi  
Metode yang dilakukan peneliti adalah mengamati objek serta 
melihat langsung bagaimana kinerja staff Customer Service  
Stasiun Solo Balapan. 
b. Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh 
penanya terhadap narasumber. Dalam penelitian ini penulis 
melakukan wawancara terhadap Kepala Stasiun Solo Balapan, 
dan/atau dengan bagian costumer service Stasiun Solo Balapan. 
 
 
                                                          
19
 Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan Agama dan Pengembangan Untuk Bangsa, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 63   
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c. Dokumentasi 
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen yang digunakan peneliti yaitu berupa foto, gambar, data 
atau dokumen mengenai surat keputusan direksi tentang 
pembatalan dan pengambilan refund tiket, serta SOP dalam buku 
Syarat dan Tarif Angkutan Kereta Api Penumpang. 
 
1. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, dimana setiap bab akan disusun 
secara sistematis sebagai berikut. 
Bab I penulis akan menjelaskan mengenai alasan yang mendasari 
dalam mengambil jurusan dan tema penelitian. Selain itu juga menjelaskan 
tujuan serta manfaat penelitian yang dilakukan penulis. Bab ini terdiri dari 
latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II akan membahasa tentang Landasan Teori. Bab ini terdiri 
dari jual beli, perjanjian, khiyar, dan ta’widh yang diawali dari pengertian, 
dasar hukum, rukun, syarat,dsb. 
Bab III menjelaskan gambaran umum PT Kereta Api Indonesia, 
sekilas tentang stasiun balapan, dan kemudian dilanjutkan pelaksanan jual 
beli dan pembatalan tiket  kereta api. 
Bab IV menjelaskan analisis Fiqh Muamalah terhadap akad jual 
beli tiket yang dilakukan di Stasiun Solo Balapan yang meliputi prosedur 
15 
 
 
 
dan tata cara pelaksanaan pembatalan perjanjian jual beli tiket dan dasar 
hukum dalam pembebanan bea administrasi pembatalan tiket di Stasiun 
Solo Balapan 
Bab V berisi uraian tentang kesimpulan dan saran-saran 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM JUAL BELI, PERJANJIAN, KHIYAR, DAN 
TA’WIDH 
A. Jual Beli  
1. Pengertian Jual Beli 
Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual 
dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bai’ yaitu bentuk mashdar 
dari ba’a – yabi’u – bay’an yang artinya menjual. Adapun kata beli 
dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-syira yaitu mashdar dari 
kata syara’ yang artinya membeli. 
Jual beli dalam penggunaan sehari-hari mengandung arti “saling 
tukar” atau tukar menukar.1 Secara terminologi jual-beli diartikan 
dengan “tukar-menukar harta secara suka samasuka” atau “peralihan 
pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang 
diperbolehkan.
2
 Dengan kata lain jual beli adalah tukar menukar suatu 
barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu atau disebut 
dengan akad. 
Akad ( Arab:  ُدْقَعنا ) = perikatan, perjanjian dan permufakatan.3 
Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan 
menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari‟at yang berpengaruh 
                                                          
1
 Sohari Sahrani, Ru‟fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 
hlm.65. 
2
 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm.192-193. 
3
 Nasrun Harun, Fiqh Muamalah,(Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm.9 
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pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum 
Islam. Menurut istilah, akad adalah suatu ikatan antara ijab dan qabul 
dengan cara yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan adanya akibat-
akibat hukum pada objeknya.
4
 
Di dalam surat An-Nisa Ayat 29, Allah Swt berfirman : 
َٰ  يا هُّ ي أَٰأ تَٰ  لََْٰاوُن ما ءَٰ  نيِذَّلٱَْٰاوُلُكَٰمُك ل   وم أَٰمُك ني بََِٰٰبلٱَٰلِط  بََٰٰ َّلَِإن أََٰٰ نوُك تََٰٰ ة ر  ِتَٰن عَٰضا ر  تَٰمُكنِّمَٰ
َٰ لَ وََْٰٰاوُل ُتق تَٰمُك  سُفن أَََّٰٰنِإََٰٰمُكِبَٰ  نا  كَٰ هَّللٱاميِح رََٰٰ
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.
5
 
Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi 
iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil 
mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi 
semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak 
diberkenankan Allah.yakni dilarang olehnya diantara dengan cara 
menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok 
untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba. 
 
 
 
                                                          
4
 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat,  (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.78. 
5
 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2011), hlm.84 
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2. Rukun dan Syarat Jual Beli 
a. Rukun Jual Beli6 
1) ‘Aqidaini (penjual dan pembeli): kedua belah pihak yang 
mengadakan transaksi jual beli 
Syaratnya adalah : 
1. Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak 
sah jual belinya. 
2. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan). 
3. Baligh. Anak kecil tidak sah untuk melakukan transaksi jual beli. 
Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai 
umur dewasa, menurut pendapat sebagian Ulama, mereka 
diperbolehkan berjual beli barnag yang kecil-kecil; karena kalau 
tidak diperbolehkan, sudah tentu akan menjadikan kesulitan dan 
kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan 
menetapkan yang mendapatkan kesulitan pada pemeluknya. 
2) Harga dan barang yang diperjual belikan: harga disini dapat berupa 
uang, sedang barang merupakan obyek yang diperjual belikan 
3) Ijab qabul (shigat): ungkapan dari kedua belah pihak yang 
menunjukkan serah terima dari keduanya 
Ijabadalah perkataan penjual, umpamanya, “saya jual barang ini 
sekian”Kabul adalah ucapan si pembeli, “saya terima (beli) dengan 
                                                          
6
 Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 279-283 
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haraga sekian”. Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa 
jual beli itu suka sama suka. 
b. Syarat Jual Beli 
Dalam jual beli harus disempurnakan 4 macam syarat, yakni syarat 
in’iqad, syarat sah, syarat nafadz, dan syarat luzum. Tujuannya adanya 
syarat-syarat ini adlah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan 
perselisihan di antara pihak yang bertransaki, menjaga hak dan 
kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk 
ketidakpastian dan resiko. 
Jika salah satu syarat dalam syarat in’iqad tidak terpenuhi, maka 
akad akan menjadi bathil. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka 
akad menjadi fasid, jika dalam salah satu syarat luzum tidak terpenuhi 
maka pihak yang bertransaksi memiliki hak khiyar, meneruskan atau 
membatalkan akad.
7
 
3. Macam-Macam Jual Beli 
Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis 
jual beli, adapun secara gelobalnya jual beli itu dibagikedalam dua bagian 
besar yaitu : 
a. Jual beli shahih. 
Jual beli shahih yaitu apabila jual beli itu disyari‟atkan, memenuhi 
rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain, dan 
tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi 
                                                          
7
 Diimyaudidin Djuwani, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2008), hlm.74. 
20 
 
 
 
rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak 
terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan 
kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau 
kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut. 
8
 
1) Menyakiti si penjual 
2) Menyempitkan gerakan pasar 
3) Merusak ketentuan umum. 
b. Jual beli yang batal atau fasid. 
Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di 
dunia karena melakukan perintah syara’ dengan meninggalkan syarat 
dan rukun yang mewujudkannya, Jual beli yang batal adalah apabila 
salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu 
pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang 
dilakukan anak kecil, orang yang gila atau barang yang diperjual 
belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara‟ seperti bangkai, 
darah, babi dan khamr. Jual beli yang batal ini banyak macam dan 
jenisnya, diantaranya adalah :
9
 
1) Jual beli buah yang belum muncul dipohonnya 
2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli 
3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan 
4) Jual beli takaran dalam Islam. 
 
                                                          
8
  Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah, Cet. I,  (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.202 
9
 Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), hlm,144 
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B. PERJANJIAN 
1. Pengertian  
Perjanjian adalah pertemuan kehendak para pihak yang berawal 
dari perbedaan kepentingan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi 
para pihak yang membuatnya. Hukum kontrak berkaitan dengan 
pembentukan dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu 
penyataan tentang sesuatu kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi 
pada masa akan datang.
10
 Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian 
hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada 
kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat 
hukum, yang berarti bahwa apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat 
hukumnya atau tidak ada sanksinya.
11
 
Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang 
berasal dari bahasa Belanda yakni overeenkomst. Menurut Subekti 
“Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan karena kedua pihak itu 
setuju untuk melakukan sesuatu, dapat dikatakan bahwa dua perkataan 
(perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.12 
Definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata 
ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
13
 Perjanjian atau persetujuan 
                                                          
10
 Ridwan khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam prespektif perbandingan (bagian 
pertama), Fakultas Hukum UII Press, hlm57. 
11
 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 110. 
12
  Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm.11 
13
 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya, 2000), hlm.78 
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(overeenkomst) yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya 
terjadi atas izin atau kehendak (toestemming) dari semua mereka yang 
terkait dengan persetujuan itu, yaitu mereka yang mengadakan 
persetujuan atau perjanjian yang bersangkutan.
14
 
 Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang dirumuskan dalam 
Pasal 1313 KUH-Perdata adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian 
yang menciptakan, mengisi, mengubah atau menghapuskan perikatan 
yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, 
yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu 
pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya 
berhak menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan 
dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.
15
 
2. Jenis-Jenis Perjanjian 
Perjanjian dapat dibedakan menurut berbabagai cara. Perbedaan 
tersebut adalah sebagai berikut:
16
 
a. Perjanjian timbal balik  
Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan 
kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya, perjanjian jual 
beli. 
 
                                                          
14
 Komar Andasasmita, Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya, Cetakan 2, 
(Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 1990), hlm. 430. 
15
 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang 
Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.3. 
16
 Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III : Tentang Hukum Perikatan 
dengan Penjelasan, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 90.   
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b. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban.  
Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan 
keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya hibah. 
c. Perjanjian bernama ( benoemd specified ) dan perjanjian tidak 
bernama (onbenoemd unspecified) 
Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai 
nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur 
dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, bedasarkan tipe 
yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian beranama terhadap 
dalam Bab V s.d. XVIII KUH Pedata. Di luar perjanjian bernama 
tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang 
tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat di masyarakat. 
Jumlah perjanjian tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini adalah 
bedasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian (partij autonomy) 
yang berlaku di dalam hukum perjanjian . Salah satu contoh dari 
perjajian adalah perjanjian sewa beli. 
d. Perjanjian Obligatoir  
Perjanjian obligatori adalah perjanjian antara pihak-pihak yang 
mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain 
(perjanjian yang menimbulkan peikatan). 
e. Perjanjian kebendaan (zakelijke overeenkomst)  
Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan / 
diserahkan (transfer of title) kepada pihak lain. 
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f. Perjanjian konsensual dan perjanjian riil.  
Perjanjian konsesnsual adalah perjanjian di antara kedua belah pihak 
yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan 
perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai 
kekuatan mengikat (pasal 1338 KUH Perdata). Namun demikian di 
dalam KUH Perdata ada juga perjanjian – perjanjian yang hanya 
berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Misalnya perjanjian 
penitipan barang (pasa 1694 KUH Perdata), pinjam –pakai (Pasal 
1740 KUH Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan 
perjanjian riil yang merupakan peninggalan hukum Romawi. 
g. Perjanjian – perjanjian yang istimewa sifatnya.  
1) Perjanjian liberatoir : yaitu perjanjian para pihak yang 
membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya 
pembebasan hutang pasal 1438 KUH Perdata;  
2) Perjanjian pembuktian ; yaity perjanjian antara para pihak untuk 
menetukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka. 
3) Perjanjian untung – untungan, misalnya, perjanjian asuransi , pasl 
1774 KUH Perdata;  
4) Perjanjian public, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya 
dikuasai oleh hukum public karena salah satu pihak bertindak 
sebagai penguasa ( pemerintahan), misalnya, perjanjian ikatan 
dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (keppres No. 
29/84). 
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3. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak 
Ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan salah satu 
hapusnya perjanjian atau perikatan adalah karena batal dan 
pembatalan. Syarat batal sebagai salah satu sebab hapusnya 
perjanjian adalah jika syarat batal tersebut dicantumkan dalam isi 
perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sehingga syarat batal 
dapat terjadi. Pembatalan seperti ini dapat dimintakan oleh siapa saja 
yang memiliki kepentingan sesuatu hal yang diperjuangkan karena 
berkaitan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan 
pembatalan adalah jika salah satu pihak mengajukan atau menuntut 
pembatalan ke pengadilan atas perjanjian yang telah dibuat.  
Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti 
memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai 
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Seperti yang 
tercantum dalam pasal 1338 (1) KUHPerdata. Sedangkan pada ayat 
(2) menyebutkan bahwa: “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat 
ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena 
alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk 
itu“.17 
Berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, “Syarat batal dianggap 
selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata 
salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian 
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 Tim Visi Yustisia, Undang-Undang Hukum Perdata [KUH Perdata], (Jakarta: 
Transmedia Pustaka, 2015), hlm.349 
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persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus 
dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, 
meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban 
dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan 
dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas 
permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk 
memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari 
satu bulan.”18 
 
C. Khiyar  
1. Pengertian Khiyar 
Salah satu syarat sahnya suatu akad dalam jual beli adalah 
kesukarelaan penuh antara pihak penjual dan pembeli tanpa adanya 
suatu penyesalan setelah melakukan transaksi jual beli.  
Khiyar dalam jual beli mencari kebaikan di antara dua perkara, 
yakni melangsungkan atau membatalkan jual beli. Khiyar menurut 
ulama Fiqh berarti suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki 
hak untuk memutuskan aqadnya yakni menjadikan atau 
membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib atau 
ru’yah atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar 
tersebut ta’yin.19 
Jual beli merupakan salah satu bentuk dari budaya dulu kala 
untukmelakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual 
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 Ifada Quratu, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Dalam Putusan Nomor 1572 
K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata”, Jurnal Bisnis Bonum Commune, Vol.1 
Nomor 1, 2018, hlm. 63  
19
 Dr. Rachmat Syafe‟i, Fiqh Mu’amalah; Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan UMUM, 
(Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.103  
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beli proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya 
(akad) transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan kecuali orang yang 
memilih tasharruf (pembelanjaan) secara mutlak, bukan orang yang 
terlarang, membelanjakan hartanya dan wajib melakukan, ijab qabul. 
Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli memiliki 
pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli 
atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara 
barang-barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau 
membatalkan dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang 
ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus 
dipilih, dalam fiqh muamalah disebut khiyar. 
20
 
Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan 
diantara kedua belah pihak. Didalam Islam, mencari keuntungan 
merupakan cerminan pertumbuhan harta.
21
 Maka dengan ini khiyar 
menjadi kriteria yang mendasar dalam pilihan-pilihan jual beli. 
Kata al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Sedangkan 
secara bahasa khiyar berarti pilihan atau mencari yang terbaik di antara 
dua pilihan, yaitu meneruskan atau membatalkannya. Khiyar juga 
merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad dalam fiqh. 
Berakhirnya akad dalam bentuk khiyar dilakukan dalam sebuah 
perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak 
                                                          
20
 Ibid. 
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 Dr. Husain Syahatah, Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam, (Jakarta: Akbar Media 
Eka Sarana, 2001), hlm. 143 
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khiyar merupakan hak yang telah melekat dalam akad karena itu 
walaupun dalam pelaksanaan akad khiyar tidak dinyatakan secara jelas 
akan tetapi hak untuk khiyar tetap ada.
22
 
Dalam “Ensiklopedi Hukum Islam” khiyar didefinisikan sebagai 
hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan 
transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi 
yang disepakati, disebabkan hal-hal tertentu yang membuat masing-
masing atau salah satu pihak melakukan pilihan tersebut. Menurut 
ulama fiqh khiyar disyariatkan atau dibolehkan dalam Islam 
didasarkan pada suatu kebutuhan yang mendesak dengan 
mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang 
melakukan transaksi.
23
 
2. Syarat Khiyar  
Adanya berbagai permasalahan yang muncul dalam jual beli maka 
syari'at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual 
beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang 
dagangan nya agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan dengan 
membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, 
sehingaa memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad 
tanpa ada sebab yang jelas. Dengan melihat begitu kompleksnya 
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permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "Sesungguhnya khiyar 
dalam jual beli tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni :
24
 
1) Hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang 
akan anda ketahui. 
2) Hendaknya pada barana dagangan terdapat cacat yang 
memperkenankan dikembalikan. 
3. Macam-Macam Khiyar 
 Khiyar itu ada yang bersumber dari syara’, seperti  khiyar majlis, 
aib, dan ru’yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua 
bela pihak yang berakad, seperti khiyar syarat dan ta’yin. Berikut ini 
dikemukakan pengertian masing-masing khiyar tersebut:
25
 
a.  Khiyar majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad 
untuk  membatalkan akad, selama keduanya masi berada dalam 
satu tempat yang sama saat melakukan akad (di ruangan toko) dan 
belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila 
kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, 
atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk 
menjual dan atau/ membeli. 
 “ Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar 
selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka 
keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka 
menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah 
keberkahan jual beli mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim) 
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 H. Mohammad Zuhri, dkk. Terjemah Fiqh Empat mazhab (Raglan lbadah) Jilid III, 
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Dalam artian kata berpisah badan dinilai sesuai dengan situasi dan 
kondisinya. Di rumah yang kecil, dihitung sejak salah seorang 
keluar. Di rumah besar sejak berpindahnya sala seorang dari 
tempat duduk kira kira dua atau tingkah langkah. Jika keduanya 
bangkit dan pergi bersama-sama maka pengertian berpisah belum 
ada. 
b. Khiyar ‘aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan 
jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat 
suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak 
diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. 
Jadi, dalam  khiyar aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang 
yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut 
dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan 
uang. 
c. Khiyar Ru’yah, yaitu khiyar (hak pilih) bagi pembeli untuk 
menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap 
suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.  
Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah 
menyatakan bahwa khiyarru’yah di syari‟atkan dalam Islam 
berdasarkan sabda Rasuullah saw, yang menyatakan: 
 “siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak 
khiyar apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari 
Abu Hurairah). 
d. Khiyar syarat, yaitu khiyar (hak pilih) yang dijadikan syarat oeh 
keduanya (pembeli dan penjual), atau salah seorang dari keduanya 
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sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya 
itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari.  
Contoh  khiyar syarat, seorang berkata: saya jual mobil ini dengan 
harga seratus juta rupiah (Rp 100.000.000,-) dengan syarat bolh 
memilih selama tiga hari. Dalam kaitan ini Rasulullah saw, 
bersabda: 
 “Kamu boleh khiyar (memilih) pada setiap benda yang telah dibeli 
selama tiga hari tiga malam” (HR. Baihaqi) 
 
Hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah saw bersabda : 
 “setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan 
jual beli itu sebelum mereka berpiah, kecuali jual beli khiyar”. 
 
Artinya, jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah bila 
mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah 
satu atau kedua belah pihak adanya syarat dalam masa tertentu.  
Jika masa waktu yang ditentuka telah berakhir dan akad tidak 
difasahkan, maka jual beli wajib dilangsungkan. Khiyar batal 
dengan ucapan dan tindaan si pembeli terhadap barang yang ia beli 
dengan jalan mewakafkan, menghibahkan, atau membayar 
harganya, karena yang demikian itu menunjukkan kerelaannya.  
e. Khiyar ta’yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan 
barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh: Pembelian 
keramik, ada yang berkualitas super (KW1) dan sedang (KW2). 
Namun pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang 
super dan berkualitas sedang. Supaya pembeli tidak tertipu dan 
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agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluan, maka untuk 
menentukan pilihan pembeli memerlukan pakar keramik dan 
arsitek untuk mengetahui kualitas secara pasti.  
Ulama Hanafiyah yang membolehkan khiyar ta’yin 
mengemukakan tiga syarat untuk sahnya khiyar ini, yaitu: 
1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas 
dan sifatnya. 
2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya 
3) Tenggang waktu untuk khiyar ta‟yin itu arus ditentukan yaitu 
menurut Imam Abu Haniah tidak boleh lebih dari tiga hari. 
4. Hikmah Khiyar 
 Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-
prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. 
Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi, 
salah satunya terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak 
penjual maupun pembeli. Khiyar juga dapat memelihara hubungan 
baik dan terjalin cinta kasih antar sesama.
26
 
 
D. Ta’widh  
1. Pengertian Ta‟widh  
 Kata al-ta’widh berasal dari kata iwadha (ضوع) yang mempunyai 
arti memberi ganti atau mengganti, sedangkan kata ta‟widh sendiri 
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 Ibid., hlm.104  
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mempunyai arti secara bahasa mengganti.
27
 Adapun menurut istilah 
adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pembatalan.  
 Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu 
yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “Bahaya (beban 
berat) dihilangkan,” (adh-dhararu yuzal), artinya bahaya (beban berat) 
termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup 
melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan 
yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun 
menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya 
pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.
28
 
 Adapun ketentuan umum mengenai ta’widh adalah sebagai berikut:29 
a. Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan 
sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang 
dari ketentuan akad dan menimbulakan kerugian pada pihak lain. 
b. Kerugian yang dapat dikenkaan ta’widh sebagaimana dimaksud 
adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. 
c. Kerugian riil sebagaimana yang dimaksud adalah biaya-biaya riil 
yang dikeluarkan dalam rangka perhitungan hak yang seharusnya 
dibayarkan anggaran atau kekeliruan. 
                                                          
27
 Tim Khasiko, Kamus Lengkap Arab Indonesia, (Surabaya: Kashiko, 2000) hlm. 449 
28
 Jadurrabb,al-Ta’wiis al-Ittifaaqi ‘an ‘Adaam Tanfiidz al-Iltizaam au at-Ta’akhkhur fih: 
DirasahMuqaaranah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadhi’I, (Iskandariah : Dar al-Fikr 
al Jamai‟I,2006), hlm. 170  
29
 Ahmad Ilham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah,  (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 
Utama, 2010),  hlm.635 
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d. Besar ganti rugi (ta’widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil 
yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang 
diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang 
(opportunity loss atau al-furshah al-dha-i‟ah). 
e. Ganti (rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan padatransaksi (aqad) 
yang menimbulakn utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ 
serta murabahah dan ijarah. 
f. Pada aqad mudharabah dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh 
dikenakan oleh shahibul maal atau salah satu pihak dalam 
musyarakahapabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak 
dibayarkan. 
 Ketentuan tentang ganti rugi (ta’widh) yang diatur dalam fatwa DSN 
Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai berikut:
30
 
1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui 
sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata 
cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak 
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh boleh dicantumkan dalam akad 
4. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan 
biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. 
2. Dasar Hukum Ta‟widh  
a. QS Al-Maidah Ayat (1) 
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 Fatwa DSN-MUI, Lembaga Keungan Syariah, (Jakarta: DSN-MUI,2005) , hlm. 225 
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َٰا يَِٰدوُقُعْلِابَٰاوُفْو أَٰاوُن مآَٰ نيِذَّلاَٰا  هُّ ي أ  
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu... 
Dalam ayat ini dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan 
akad atau kontrak perjanjian maka masing-masing pihak harus 
memenuhi hak dan kewajibannya satu sama lain. Sehingga setiap yang 
berhutang harus membayar hutangnya. Ganti rugi dalam hukum Islam 
lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan 
suatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan 
kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh kedua belah 
pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. 
َُٰما ر ْلْاَُٰرْهَّشلاٌَٰصا صِقَُٰتا ُمُرْلْا وَِٰما ر ْلْاَِٰرْهَّشلِابُ ََٰٰۚاوُد تْعا فَْٰمُكْي ل عَٰ  ى  د تْعاَِٰن  م ف
َْٰمُكْي ل عَٰ  ى  د تْعاَٰا مَِٰلِْثبَِِٰهْي ل عُ  َٰۚينِقَّتُمْلاَٰ ع مَٰ هَّللاََّٰن أَٰاوُم لْعا وَٰ هَّللاَٰاوُقَّ تا و  َ  
Artinya : Barang siapa yang menyerang kamu, Maka seranglah 
ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada 
Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.” 
 
3. Pendapat Para Ulama Mengenai Ta‟widh 
Dalam hal ini ada beberapa Ulama menyampaikan pernyatan 
mengenai ta‟widh atau ganti rugi secara Islam, sebagai berikut : 
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a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al Mughni, bahwa penundaan 
pembayaran kewajiban dapat menimbulkan kerugian dan karenanya 
harus dihindarkan, ia menyatakan:
31
 
“Jika orang berhutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, 
atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur 
(melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. 
Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya 
dari perjalanan misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur 
masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada 
bulan Muharram atau Dzulhijjah maka kreditur boleh melarangnya 
melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita 
kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya 
padasaat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk 
penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar 
utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan 
tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditur dapat 
dihindarkan.” 
b. Pendapat Wahbah al-Zuhaili ta’widh (gani rugi) adalah menutup 
kerugian yangterjadi pelanggaran akibat pelanggaran atau 
kekeliruan”.32 ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat 
berupa:  
                                                          
31
 Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, al Mughni Libni 
Qudamah, (Riyadh: Maktabah Riyadh al Haditsah), hlm.503 
32
 Wahab Zuhaili, Nazariyah al-Dhaman, (Damsyiq: Daar al fiqr, 1998), hlm. 87 
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1) Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya) seperti 
memperbaiki dinding 
2) Memeperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti 
semula seperti dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang 
dipercahkan menjadi utuh kembali. Apabila hal tersebut sulit 
dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama 
(sejenis) atau dengan uang. 
Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang 
belum pasti dimasa akan datang atau kerugian immateril, maka 
menururt ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak bisa diganti 
(dimintakan ganti rugi). Hal itu karena obyek gati rugi adalah harta 
yangada dan konkret serta berharga (diijinkan syariat untuk 
memanfaakannya)”. 
c. Pendapat ulama yang membolehkan ta‟widh sebagaimana dikutip 
oleh Isham Anas al-Zaftawi: 
“kerugian harus dihilangkan berdasarkan kaidah syariah dan 
kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti, sedangkan 
penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda 
pembayaran tidak akan memeberikan manfaat bagi kreditur yang 
dirugikan. Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab, 
karena itu status hukumnya pun sama, yaitu bahwa pelaku ghashab 
bertanggung jawab atas manfaat benda yang ghashab selama masa 
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ghashab, menururt mayoritas ulama ia pun harus menanggung harga 
(nilai) barng tersebut bila rusak”.  
d. Pendapat Abd al-Hamid Mahmud al-Ba‟li :“ 
Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu 
didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan 
pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari 
keterlambatan pembayaran tersebut.”33 
 
 
 
 
 
                                                          
33
 Abd al-Hamid Mahmud al-Ba‟li, Mafaahim Asaasiyyah fi al-Bunuakual-Islamiyah, ( al 
Qahirah: al-Ma‟had al-„Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996), 115. 
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BAB III 
Gambaran Umum Jual Beli Tiket Dan Pembebanan Bea Administrasi 
Pembatalan Tiket  
A. Sejarah PT. KAI  
Kehadiran kereta api di Indonesia dimuali dengn pembangunan 
pertama jalan kereta api di Desa Kemijen, tanggal 17 Juni 1864 oleh 
Gubernurl Jendral Hindia Belanda Mr. L. A.J Baron Sloetvande Beele. 
Pembangunan dari Desa Kemijen menuju Desa Tanggung (26 km) dengan 
lebar sebesar 1435 mm. Empat tahun kemudian, tanggal 17 Juni 1868, 
pengoperasian pertama perjalanan kereta api antara stasiun Kemijen-
Tanggung diresmikan.
1
 
Pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota 
Semarang – Surakarta (110 km), akhirnya mendorong minat investor 
untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Pertumbuhan 
panjang jalan rel terjadi dengan pesatm jika tahun 1867 baru terdapat 25 
km, tahun 1870 menjadi 110 km, tahun 1880 mencapai 405 km, tahun 
1890 menjadi 1427 km, dan pada tahun 1900 sudah sampai 3338 km.  
 Selain di Jawa, pembangunan jalur kereta api dilaksanakan di 
Aceh (1876), Sumatera Utara (1889), Sumatera Barat (1891), Sumatera 
Selatan (1914), dan Sulawesi (1922). Sementara itu di Kalimantan, Bali, 
dan Lombok hanya dilakukan studi mengenai kemungkinan pemasangan 
jalan rel, belum sampai tahap pembangunan. Sampai akhir tahun 1928, 
                                                          
1
 PT. Kereta Api Indonesia. Di akses dari www.ka.id, Selasa, 17 September 2019.   
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panjang jalan kereta api dan tren di Indonesia mencapai 7.464 km dengan 
perincian rel milik pemerintah sepanjang 4.089 km dan swasta sepanjang 
3.375 km.  
Tahun 1942 perkertaapian Indonesia diambil alih Jepang dan 
berubah nama menjadi Rikuyu Sokyuku (Dinas Kereta Api). Setelah 
Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 
1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambil alihan Kantor Pusat 
Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945 yang saat ini diperingati 
sebagai Hari Kereta Api Indonesia. Hal ini sekaligus menandai berdirinya 
Djawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia (DKARI). Ketika 
Belanda kembali ke Indonesia tahun 1946, Belanda membentuk kembali 
perkeretaapian di Indonesai bernama Staatsspo rwegen / Verenigde 
Spoorwegbedrif (SS/VS), gabungan SS dan seluruh perusahaan kereta api 
swasta (kecuali DSM). 
Berdasarkan perjanjian damai Konfrensi Meja Bundar (KMB) 
Desember 1949, dilaksanakan pengambilan alihan aset-aset milik 
pemerintah Hindia Belanda. Pengalihan dalam bentuk penggabungan 
antara DKARI dan SS/VS menjadi Djawatn Kereta Api (DKA) tahun 
1950. Pada tanggal 25 Mei DKA berganti menjadi Perusahaan Negara 
Kereta Api (PNKA). Pada tahu tersebut mulai diperkenalkan juga lambang 
Wahana Daya Pertiwi yang mencerminkan transformasi Perkeretaapian 
Indonesia sebagai sarana transportasi andalan guna mewujudkan 
kesejahteraan bangsa tanah air. Selanjutnya pemerintah mengubah 
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struktuar PNKA menjadi Perusahaaan Jawatan Kereta Api (PJKA) tahun 
1971. Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa angkutan, PJKA 
berubah bentuk menjadi Perushaan Umum Kereta Api (Perumka) tahun 
1991. Perumka berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT. Kereta Api 
Indonesia (Persero) pada tahun 1998.  
Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki tujuh anak 
perusahaan/grup usaha yakni PT Reska Multi Usaha (2003), PT Railink 
(2006), PT Kereta Commuter Indonesia (2008), PT Kereta Api Pariwisata 
(2009), PT Kereta Api Logistik (2009), PT Kereta Api Properti 
Manajemen (2009), PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (2015).  
 
B. Visi dan Misi PT.KAI 
Visi dari PT. Kereta Api Indonesia ialah, Menjadi penyedia jasa 
perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan 
dan memenuhi harapan Stakeholders. 
Dan, Misi dari PT. Kereta Api Indonesia ialah, Menyelenggarakan 
bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktik bisnis 
dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi 
bagi Stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar 
utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan. 
C. Sekilas Tentang Stasiun Solo Balapan 
1. Asal Mula Solo Balapan 
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Stasiun Solo Balapan lebih popular dengan sebutan Stasiun 
Balapan. Stasiun Solo Balapan adalah salah satu stasiun yang berada di 
kota Solo, selain Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Jebres. Nama 
Balapan yang digunakan diambil darinama salah satu nama kampung 
yang berada di sekitar stasiun, tepatnya terleteak di sebelah utara 
komplek stasiun.  
Lahan yang sekarang digunakan menjadi Stasiun Balapan, 
dahulunya merupakan Alun-Alun Utara milik Keraton 
Mangkunegaran. Di dalam alun-alun terdapat pacuan kuda Balapan, 
pada masa Mangkunegoro IV.
2
 
Pada masa itu, Solo sedang digalakkan terjadinya perubahan. 
Perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan. Ide perubahan 
itu datang dari Pemerintah Kolonial Belanda. Secara tidak langsung, 
ide-ide perubahan menuju pola perkotaan ini juga menyentuh soal 
sarana dan prasarana umum. Salah satunya menyangkut soal alat 
transportasi kereta api. 
Stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di wilayah 
Kelurahan Kestalan dan Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Stasiun yang 
terletak pada ketinggian +93 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi 
VI Yogyakarta. Stasiun ini terletak di jalur kereta api yang 
menghubungkan Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. 
                                                          
2
 Pemerintah Kota Surakarta, dikutip dari http://surakarta.go.id diakses 22 Septemeber 
2019 
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Stasiun ini melayani KA kelas eksekutif, bisnis, sebagian kecil kelas 
ekonomi, dan lokal/komuter.  
Stasiun Solo Balapan termasuk salah satu stasiun besar tertua di 
Indonesia setelah Stasiun Semarang NIS (Stasiun Kemijen).Stasiun 
paling bersejarah di kota Solo. Pembangunan stasiun ini dilakukan 
oleh jaringan kereta api masa kolonial NIS pada abad ke-19, yaitu pada 
masa pemerintahan Mangkunegara IV dan berada di wilayah 
Kadipaten Praja Mangkunagaran. 
Peletakan batu pertama berlangsung pada tahun 1864, dimeriahkan 
dengan upacara yang dihadiri Mangkunegara IV dan mengundang 
Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Baron Vande Beele. Pembangunan 
selesai dan diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873. 
 
2. Bangunan dan Tata Letak Stasiun Solo Balapan 
 Stasiun Solo Balapan menempati lahan yang sangat strategis yaitu 
tepat di pusat kota Surakarta, dimana akses dari setiap sudut kota 
Surakarta sangat mudah. 
Stasiun Kereta Api Solo-Balapan merupakan stasiun antara karena 
terletak di lintasan jalur kereta api antara Surabaya, Malang, 
Yogyakarta, Bandung, Jakarta. Menurut klasifikasinya, stasiun Solo-
Balapan merupakan stasiun besar karena : 
1) Berkedudukan di kota besar dan berada di tengah-tengah kota 
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2) Melayani penumpang dalam jumlah yang relatif besar, sehingga 
terdapat karyawan yang cukup banyak pula 
3) Frekuensi kereta api yang melewati stasiun ini cukup padat 
Stasiun Solo Balapan memiliki dua belas jalur kereta api yang 
terbagi menjadi dua emplasemen, yaitu:
3
 
1) Emplasemen selatan memiliki lima jalur dengan jalur 4 untuk 
sepur lurus jalur ganda arah hulu dari Yoyakarta, serta jalur 5 untuk 
sepur lurus jalur ganda arah hilir ke Yogyakarta dan jalur tunggal arah 
Madiun. Emplasemen selatan umumnya dipakai untuk pelayanan 
kereta api penumpang.  
2) Emplasemen utara  memiliki tujuh jalur dengan jalur 7 untuk sepur 
lurus jalur tunggal dari dan ke arah Semarang, emplasemen ini   
pelayanan kereta api barang serta pemberangkatan KA Senja Utama 
Solo dan Lodaya. Ke arah timur, terdapat dua jurusan jalur rel: ke 
utara menuju Semarang dan rel ke timur menuju Surabaya. 
Emplasemen utara memiliki fasilitas penurunan angkutan semen.  
 Di sisi timur stasiun terdapat segitiga pembalik (wye) yang 
digunakan rangkaian kereta api berbalik arah seluruhnya dengan 
menggunakan prinsip langsir. Sisi-sisi segitiga pembalik ini juga 
memungkinkan kereta api dari timur (dari Stasiun Solo Jebres) untuk 
langsung ke utara (Semarang) tanpa lewat Stasiun Solo Balapan dan 
                                                          
3
 WisataSolo.ID, dikutip dari https://wisatasolo.id/cerita-sejarah-stasiun-balapan-solo/ 
Selasa, 17 September 2019 
45 
 
 
 
sebaliknya. Di dekat segitiga pembalik ini terdapat Depo BBM 
Pertamina, yang rel masuknya juga dari salah satu sisi segitiga 
pembalik ini. Di sisi barat stasiun terdapat kompleks dipo lokomotif 
dan kereta.
4
 
 Terdapat 4 loket di Stasiun Solo Balapan. Loket 1 berfungsi 
sebagai penjualan go show KA Prameks. Loket 2 berfungsi untuk 
penjualan go show KA jarak jauh, pembatalan tiket, dan tarif KA 
khusus. Loket 3 dan 4 untuk reservasi KA jarak jauh dan KA lokal.
5
 
 Stasiun Solo Balapan memiliki fasilitas yang cukup lengkap dan 
terawat, mulai dari tersedianya restoran, minimarket, outlet makanan 
dan minuman ringan. Memiliki pusat bantuan informasi dengan 
pelayanan yang ramah dan memuaskan. Tersedianya mushola, ATM, 
ruang tunggu yang cukup luas. 
Berkembangnya fasilitas dari tahun ke tahun semakin 
mempermudah masyarakat untuk beraktivitas. Skybridge atau 
jembatan gantung telah beroperasi pada juni 2017 lalu.  Jembatan 
dengan panjang 653 meter yang terletak di sebelah timur. Jembatan ini 
terhubung langsung di jalan sekitar Terminal Bus Tirtonadi. Jemabatan 
                                                          
4
 Riyan Habibi, Customer Care Stasiun Solo Balapan, Wawancara Pribadi, 15 Juli 2019, 
Jam 13.00 – 14.00 WIB 
 
 
46 
 
 
 
ini dibangun untuk memudahkan penumpang kereta api yang ingin 
melajutkan perjalanannya dengan bus begitupun sebaliknya. 
 Stasiun Solo Balapan mengalami perombakan di peron utaranya 
sehubungan dengan perencanaan pembangunan jalur kereta api baru 
menuju Bandar Udara International Adi Soemarmo. Jalur 9 eksiting 
stasiun ini dibongkar  dan dibangun bangunan baru diatasnya, 
fungsinya untuk ruang tunggu sekaligus peron. Bangunan baru untuk 
KA Bandara memiliki luas 200 m2 dengan dua lantai, dapat 
menampung 200 penumpang, serta diintegrasikan dengan skybridge. 
Otomatis, saat ini jumlah jalur di stasiun ini berkurang menjadi 
sebelas. 
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3. Struktur Organisasi 
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D. Pelayanan Reservasi Tiket 
 Inovasi yang dikembangkan oleh PT. KAI adalah pengembangan 
sistem penjualan tiket. Sistem penjualan tiket kereta api mengalami 
perubahan dari waktu ke waktu.  
Pelayanan penjualan Tiket Kereta Api dapat dilakukan melalui dua 
bagian, yaitu: (1) Channel internal yaitu titik penjualan Tiket Kereta Api 
dikelola oleh Perusahaan seperti loket stasiun, web korporat KAI, mobile 
aplicatuon korporat dan Contact Center 121; (2) Channel eksternal yaitu 
titik penjualan Tiket Kereta Api yang dikelola oleh Mitra, diantaranya 
loket agen, loket multi bilter, minimarket, web dan mobile aplication yang 
dikelola oleh Mitra.
6
 
Penjualan Tiket Kereta Api dapat dilakukan sejak 90 (sembilan 
puluh) hari sebelum keberangkatan sampai dengan keberangkatan Kereta 
Api yang bersangkutan. Tiket Kereta Api yang penjualannya dilayani 
selain di loket stasiun, ditetapkan melalui suatu keputusan direksi. 
PT. Kereta Api Indonesia menyediakan formulir pemesanan untuk 
penjualan Tiket di loket staisun. Mengisi nama dan nomor tanda pengenal 
anda (KTP). Maksimal nama yang tertera ada 4 orang, seluruhnya ditulis 
nama dan nomor identitas sesuai dengan aslinya. Nama di tiket harus 
sesuai dengan nama pada tanda pengenal asli milik anda. Bagi yang belum 
                                                          
6
 PT. Kereta Api Indonesia, Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) 
Nomor : KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015, Tentang Syarat-Syarat Dan Tarif Amgkutan Kereta Api 
Penumpang, hlm. 24  
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punya KTP bisa menggunakan kartu pelajar. Bagi yang belum punya kartu 
pelajar bisa menggunakan fotokopi kartu keluarga atau yang berusia 
dibawah 10 tahun bisa menuliskan tanggal lahir atau umurnya saja. 
Kemudian silakan isi nama kereta api, keberangkatan dari stasiun mana 
dan tujuan stasiun mana. Kemudian isi tanggal keberangkatan jika ingin 
sekalian PP silakan diisi juga tanggal baliknya.  
Ketentuan Dan Persyaratan Reservasi Secara Online : 
1. Fasilitas reservasi online tiket Kereta Api hanya berlaku untuk 
perjalanan Kereta Api yang tercantum dalam system reservasi online 
tiket Kereta Api. 
2. Reservasi tiket Kereta Api dapat dilakukan mulai H-90 s.d 3 jam 
sebelum jadwal keberangkatan Kereta Api. Batas waktu pembayaran 
tiket Kereta Api sampai dengan 60 menit setelah mendapatkan kode 
pembayaran. Melebihi batas waktu 60 menit tidak dilakukan 
pembayaran, maka tiket dan kode booking dibatalkan oleh sistem. 
3. Khusus reservasi tiket melalui aplikasi KAI ACCESS dengan periode 
pemesanan kurang dari 3 jam s.d 1 jam sebelum jadwal keberangkatan 
Kereta Api. Batas waktu pembayaran tiket Kereta Api sampai dengan 
15 menit setelah mendapatkan kode pembayaran. Melebihi batas 
waktu 15 menitt idak dilakukan pembayaran, maka tiket dan kode 
booking dibatalkan oleh sistem. 
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4. Pastikan data perjalanan dan data penumpang telah diisi dengan benar. 
Bagi penumpang berusia 17 tahun atau lebih wajib mengisi nomor 
bukti identitas (KTP/SIM/Pasport/Kartu Pelajar atau bukti identitas 
lainnya). Khusus penumpang berusia dibawah 17 tahun, jika belum 
memiliki bukti identitas. Maka identitas yang dicantumkan 
menggunakan tanggal lahir dengan format ddmmyyyy contoh 
07112003 
5. Bukti pembayaran tiket Kereta Api akan dikeluarkan setelah 
pembayaran disetujui dan dikirim kealamat e-mail pemesan tiket. 
6. Pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit Visa, 
Master atau kartu debet perbankan yang termasuk dalam daftar Bank 
online maupun melalui fasilitas ATM Bank. 
7. Khusus pembayaran menggunakan kartu kredit, maka pemilik kartu 
kredit adalah penumpang atau bagian dari penumpang Kereta Api. PT 
Kereta Api Indonesia (Persero) berhak menolak penumpang atau 
penumpang lainnya dalam 1 kode booking, jika pemilik kartu kredit 
tidak termasuk dalam daftar penumpang Kereta Api.  
E. Pelayanan Pembatalan Tiket 
Untuk para pengguna jasa kereta api yang telah melakukan 
reservasi tiket dari jauh-jauh hari dengan waktu yang telah ditetapkan. 
Namun, ternyata di waktu tersebut berhalangan atau tidak dapat 
melakukan perjalanan yang telah direncanakan, maka pengguna dapat 
melakukan pembatalan tiket dan mendapatkan refund tiket kereta api.  
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Pemohon pembatalan wajib mengisi formulir pembatalan tiket.  
Pada formulir pembatalan telah dijelaskan Syarat dan ketentuan 
pembatalan tiket yang diatur sebagai berikut (Pasal 45 ayat (4) :
7
 
a. Dilakukan di loket stasiun yang ditunjuk selambat lambatnya 30 
menit sebelum jadwal keberangkatan Kereta Api sebagaimana 
tercantum dalam Tiket; 
b. Pembatalan Tiket atas permintaan penumpang dikenakan bea 
pembatalan sebesar 25% dari harga Tiket diluar bea pesan dengan 
pembulatan ke atas pada kelipatan Rp. 1.000,-; 
c. Pemohon pembatalan tiket harus penumpang yang namanya 
tercantum pada tiket dan harus menunjukkan bukti indentitas. 
d. Dalam hal pemohon pembatalan tiket bukan pemiliki tiket yang 
berasangkutan wajib melampirkan suarat kuasa bermaterai dari 
pemilik tiket kepada yang dikuasakan untuk melakukan 
pembatalan dengan tetap menunjukkan bukti identitas asli pemilik 
tiket dan menyerahkan foto copi bukti identitas asli pemilik tiket.  
e. Bukti transaksi pembatalan tiket dicetak pada formulir pembatalan 
atau dapat dicetak sendiri; 
f. Tiket yang dibatalkan dan/atau bukti transaksi pembatalan 
dilampirkan pada laporan penjualan loket;  
Atas permintaan penumpang, tiket yang telah dibeli dapat 
dilakukan pembatalan. Dengan syarat potongan 25% yang disebutkan 
                                                          
7
 Ibid., hlm.25 
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diatas. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan penjelasan bahwa hasil 
potongan 25% tidak dijelaskan didalam peraturan digunakan untuk apa, 
namun bapak suharyanto menjelaskan bahwa secara jelasnya biaya 
tersebut bisa disebut biaya ganti rugi dari sebuah pembatalan pembelian 
tiket kursi kereta. Jika yang seharusnya pihak PT. Kereta Api mendapatkan 
pemasukan secara penuh, dengan pembatalan tersebut menjadi hanya 
mendapatkan 25% dari harga tiket tersebut.  
Kepala stasiun Solo Balapan menuturkan walaupun tiket yang telah 
dibatalkan bisa dijual kembali, namun tidak semuanya dapat laku terjual. 
Apalagi jikalau pembatalan baru dilakukan 1 jam sebelum keberangkatan, 
maka pihak PT. KAI sangat merugi, kursi yang harusnya terisi menjadi 
kosong tanpa penumpang.  
Tata cara pengembalian bea Tiket yang dibatalkan secara tunai 
diatur sebagai berikut : 
a. Penumpang menyerahkan formulir pendaftaran, dilampiri bukti 
transaksi pembatalan, di loket stasiun yang ditunjuk sebagaimana 
tertulis pada formulir pembatalan atau tercetak pada bukti tansaksi 
pembatalan; 
b. Menunjukkan bukti Identitas yang sesuai dengan data pada formulir 
pembatalan. 
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Bea tiket yang dibatalkan dapat di ambil di stasiun yang ditunjuk 
secara tunai setelah hari kalender ke-30 sejak permohonan pembatalan. 
Batas pengembalian bea Tiket yang dibatalkan adalah 3 (tiga) tahun 
terhitung sejaka tanggal yang dicantumkan untuk pengembalian bea 
sabagaimana tercantum dalam formulir pembatalan. Dalam waktu sampai 
3 (tiga) tahun bea Tiket yang dibatalkan tidak diambil, maka bea Tiket 
yang dibatalkan menjadi milik perusahaan.  
Stasiun yang ditunjuk sebagai pelayanan pembatalan Tiket dan 
pengembalian  bea Tiket yang dibalkan meliputi : 
DAOP 1 Jakarta: Stasiun Jakarta kota, Stasiun Gambir, Stasiun 
Pasar Senen, Stasiun Bogor, Stasiun Bekasi, Stasiun Cikampek, 
Stasiun Serang, Stasiun Rangkasbitung. 
DAOP 2 Bandung: Stasiun Bandung, Stasiun Purwakarta, Stasiun 
Banjar, Stasiun Tasikmalaya, Stasiun Kiaracondong. 
DAOP 3 Cirebon: Stasiun Cirebon, Stasiun Cirebon Prujakan, 
Stasiun Brebes, Stasiun Jatibarang. 
DAOP 4 Semarang: Stasiun Tegal, Stasiun Pekalongan, Stasiun 
Cepu, Stasiun Semarangponcol. Stasiun Semarang tawang, Stasiun 
Bojonegoro. 
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DAOP 5 Purwokerto: Stasiun Purwokerto, Stasiun Cilacap, Stasiun 
Kroya, Stasiun Kutoarjo. 
DAOP 6 Yogyakarta: Stasiun Yogyakarta (Stasiun Tugu), Stasiun 
Lempuyangan, Stasiun Solo Balapan. 
DAOP 7 Madiun: Stasiun Madiun, Stasun Kediri, Stasiun Jombang, 
Stasiun Kertosono. 
DAOP 8 Surabaya: Stasiun Surabaya Gubeng, Stasiun Surabaya 
Pasarturi, Stasiun Sidoarjo, Stasiun Malang, Stasiun Mojokerto, 
Stasiun Blitar. 
DAOP 9 Jember: Stasiun Jember, Stasiun Probolinggo, Stasiun 
Pasuruan, Stasiun Banyuwangi Baru, Stasiun Kalibaru, Stasiun 
Jember, Stasiun Probolinggo, dan Stasiun Pasuruan. 
DIVRE I Sumatera Utara: Stasiun Medan, Stasiun Tebing tinggi, 
Stasiun Siantar, Stasiun Tanjung Balai, Stasiun Kisaran 
Ranntauprapat. 
DIVRE II Sumatera Barat: Stasiun Padang 
DIVRE III Sumatera Selatan: Stasiun Prabumulih, Stasiun 
Kertapati, Stasiun Lubuklinggau, Stasiun Baturaja, Stasiun 
Tanjungkarang, dan Stasiun Kotabumi. 
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BAB IV 
ANALISIS PEMBEBANAN BEA ADMINISTRASI PEMBATALAN TIKET 
KERETA API  DITINJAU DALAM FIQH MUAMALAH 
A. Pelaksanaan Jual Beli Tiket dan Pembatalan Terkait Pembebanan Bea 
Administrasi Pembatalan Tiket  Kereta Api di Stasiun Solo Balapan 
Jual beli tiket dapat dilakukan sejak 90 (sembilan puluh) hari sebelum 
keberangkatan. Jual beli tiket dapat dilakukan melalui manual dengan 
melakukan pembelian di loket stasiun, atau melakukan pembelian via online. 
PT. KAI menyediakan formulir pemesanan untuk penjualan tiket di loket 
stasiun. Dalam formulir tersebut telah tercantum syarat dan ketentuan 
pemesanan dan pembelian tiket kereta api. Sesuai dengan keteranngan yang 
tercantum dalam formulir pengguna jasa kereta api yang telah melakukan 
pembelian dapat melakukan pembatalan.   
Pembatalan dilakukan dengan adanya syarat dan ketentuan yang tertera 
dalam formulir pembatalan. Dapat dilakukan paling lambat sebelum 30 menit 
keberangkatan, dan dikenakan bea administrasi 25% dari harga tiket.  Sayarat 
dan ketentuan tersebut telah diatur dengan jelas dalam “KEPUTUSAN DI 
REKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor : 
KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN 
TARIF ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG” Pasal 24 ayat (1).  
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Refund bea tiket dilakukan melalui via transfer bank atau secara tunai. 
Tata cara pengembalian bea tiket secara tunai dapat diambil di stasiun yang 
telah ditunjuk dengan menyerahkan formulir pendaftaran, dilampiri bukti 
transaksi pembatalan. Pengembalian via transfer apabila proses transfer gagal, 
maka refund dapat diambil tunai di loket stasiun yang ditunjuk atau ditransfer 
ulang setelah ada koreksi nomor rekening dari pemohon pembatalan. Refund 
dapat diambil atau akan ditransfer setelah hari kalender ke-30 (tiga puluh) 
sejak permohonan pembatalan.  
B. Analisis Terhadap Pengenaan Bea Administrasi Pembatalan Tiket 
Kereta Api di Stasiun Solo Balapan Dalam Fiqh Muamalah 
Transaksi jual beli dilakukan dengan tidak adanya keterpaksaan dari 
salah satu pihak, dan adanya ijab qabul untuk menunjukkan keridaan dalam 
berakad di antara dua belah pihak, sehigga terhidar dari suatu ikatan yang 
tidak berdasarkan syara‟. 
Rasulullah Saw, bersabda : 
  ضَار َت ْنَع ُعْي َبْلا َا َّنَِّا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص ُّبَِّنلا َلَاق 
“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka (saling meridhoi)” 
(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah).
1
 
Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka 
ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang 
                                                          
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.70   
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nampak (dhahir) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan 
penyerahan dan penerimaan. 
Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab 
kabul menunjukkan (keridhaan). Dan setiap terjadi akad maka sekaligus 
mencakup tiga tahap, yaitu: (1) Perjanjian, (2) Persetujuan, dan (3) Perikatan. 
Setelah terbitnya dokumen tiket yang telah dibeli, maka terbentuklah 
sebuah perjanjian antara penumpang dengan pihak PT. KAI. Dengan adanya 
perjanjian maka ikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban 
diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal.  
Janji itu mengikat secara hukum dan harus ditunaikan oleh pihak yang 
berjanji. Apabila terjadi pembatalan dan mengakibatkan kerugian rill, maka 
pihak yang membatalkan harus mengganti rugi. Kesimpulan ini berdasarkan 
telaah terhadap pendapat para ulama salaf dalam kitab kitab turats dan fatwa 
DSN MUI terkait dengan hukum janji. 
2
 
Dalam transaksi jual beli tiket kereta api pihak PT. Kereta Api Indonesia 
memberikan pilihan kepada calon penumpang jika ingin membatalkan 
pembelian tiket atau ingin merubah jadwal keberangkatan kereta api yang 
mungkin disebabkan karena kebutuhan mendesak. Dan untuk 
mempertimbangkan kemaslahatan diantara kedua belah pihak. Pilihan untuk 
meneruskan atau membatalkan pelaksanaan akad dalam fiqh muamalah 
disebut khiyar.  
                                                          
2
 Ono Sahroni, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019),  
hlm.177  
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Dalam kitab-kitab fiqh Islam penerapan khiyar ialah suatu perjanjian 
(perakadan) anatara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi 
atau tidak jadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua 
belah pihak).
3
 Khiyar merupakan salah satu bentuk pengakhiran akad adalam 
fiqh. Berakhirnya akad dalam bentuk khiyar dilakukan dalam sebuah 
perjanjian di awal akad namun para ulama menyatakan bahwa hak khiyar 
merupakan yang telah melekat dalam akad karena itu waalaupun dalam 
pelaksanaan akad khiyar tidak dinyatakan secara jelas akan tetapi hak untuk 
khiyar tetap ada.  
Adanya beberapa syarat yang diberikan oleh pihak PT, Kereta Api 
Indonesia kepada calon penumpang yang telah diatur dalam “KEPUTUSAN 
DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) NOMOR : 
KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN 
TARIF ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG”. Syarat pembatalan 
diatur sebagai berikut : 
1. Dilakukan di loket stasiun yang ditunjuk selambat lambatnya 30 menit 
sebelum jadwal keberangkatan Kereta Api sebagaimana tercantum dalam 
Tiket; 
2. Pembatalan Tiket atas permintaan penumpang dikenakan bea pembatalan 
sebesar 25% dari harga Tiket diluar bea pesan dengan pembulatan ke atas 
pada kelipatan Rp. 1.000,-; 
                                                          
3
 H. Mohammad Anwar, Fiqh Islam, Mu‟amalah, Munakahat, Faraid dan Jinayah 
(Hukum Perdata dan Pidana Islam beserta kaidah-kaidah Hukumnya), (Bandung: Al-Ma’arif, 
1988), hlm.45  
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Jika dilihat dari bolehnya proses pembatalan pembelian tiket kereta api 
yang dapat dilakukan paling lambat 30 menit, menurut saya termasuk 
diperbolehkannya hak khiyar dilakukakan untuk mempertimbangkan 
kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.  
Dalam hubungan ini ada beberapa macam khiyar, seperti Khiyar ar-
Ru‟yah, Khiyar Majlis, Khiyar as-Syart (syarat), Khiyar Aib (cacat). Dan dari 
beberapa khiyar yang sudah dijelaskan tersebut, transaksi ini lebih mengarah 
ke khiyar as-Syart (syarat), yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu 
pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual 
beli selama masih dalam tenggang waktu yang  ditetapkan. 
Khiyar syarat adalah si penjual atau si pembeli mengajukan suatu syarat, 
yang menguntungkan salah pihak selama tidak merusakkan yang diperjual 
belikan. Misalnya pembeli mengajukan persyaratan dengan mengatakan 
“saya beli barang ini dari engkau dengan syarat aku boleh memilih antara 
meneruskan atau membatalkan akad selama tiga hari”.4  
Pembatalan itu dilakukan atas permintaan penumpang, dan dikenakan 
bea adminitrasi sebesar 25% dari harga tiket yang telah dibayar. Peraturan 
tersebut telah disertakan dalam perjanjian awal saat melakukan akad, 
disertakan dalam formulir pemesanan tiket, dan sudah sesuai keputusan 
direksi PT. Kerata Api Indonesia. 
                                                          
4
 Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2010), hlm.100  
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Biaya potongan 25% tersebut bisa dibilang sebagai biaya ganti rugi atas 
pembatalan pembelian tiket yang dilakukan atas permintaan pernumpang. 
Dalam fiqh muamalah, biaya ganti rugi disebut dengan “ta‟widh” yang 
berarti ganti rugi. Adanya dhaman (tanggung jawab) untuk menggantikan 
atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam. 
Ganti rugi atau ta‟widh boleh dikenakan pada pihak yang sengaja 
melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan menimbulkan kerugian 
pada pihak lain. Kerugian yang dikenakan dalam ta‟widh adalah kerugian rill 
yang diperhitungan secara jelas.  
Ketentuan tentang ganti rugi (ta‟widh) yang diatur dalam fatwa DSN 
Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai berikut:
5
 
1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai 
hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya. 
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus sesuai dengan kerugian riil dan tata 
cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak 
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh boleh dicantumkan dalam akad 
4. Pihak yang cidera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan 
biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara. 
Berdasarkan QS Al-Maidah Ayat (1) 
 ُقُعْلِاب اوُفَْوأ اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّ َيأ َاي ِدو  
                                                          
5
 Fatwa DSN-MUI, Lembaga Keungan Syariah, (Jakarta: DSN-MUI,2005) , hlm. 225 
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 Artinya:“Hai  orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad 
itu... 
Ayat ini menjelaskan apabila seseorang melakukan akad atau kontrak 
perjanjian maka masing-masing pihak harus memenuhi hak dan 
kewajibannya satu sama lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Pelayanan penjualan Tiket Kereta Api dilakukan melalui dua bagian, 
yaitu: (1) Channel internal yaitu titik penjualan Tiket Kereta Api dikelola oleh 
Perusahaan seperti loket stasiun, web korporat KAI, mobile aplicatuon 
korporat dan Contact Center 121; (2) Channel eksternal yaitu titik penjualan 
Tiket Kereta Api yang dikelola oleh Mitra, diantaranya loket agen, loket multi 
bilter, minimarket, web dan mobile aplication yang dikelola oleh Mitra.. 
Dimana saat melakukan pembelian telah tertulis persyaratan dan ketentuan 
mengenai segala bentuk transaksi pemesanan atau jual beli tiket. 
Diperbolehkannya penumpang melakukan pembatalan tiket kereta api yang 
telah dibeli. Namun harus mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah 
diperjelas di formulir awal pembelian tiket, yaitu dapat dilakukan paling 
lambat 30 menit sebeulum keberangkatan, dan adanya bea administrasi 
pembatalan sebesar 25%. Dan telah diatur dalam “KEPUTUSAN DIREKSI 
PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor : 
KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN 
TARIF ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG Pasal 45.  
Bentuk syarat khiyar dalam proses pembataln tiket yaitu adanya 
aturan pembatalan pembelian tiket kereta api yang dapat dilakukan paling 
lambat 30 menit. Syarat tersebut mengarah kepada khiyar as-Syart (syarat), 
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yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau 
keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam 
tenggang waktu yang  ditetapkan. Setelah jalan khiyar dilakukan oleh 
penumpang, maka selanjutnya ia harus melakukan kewajibannya untuk 
mengnti rugi yang diekanakan atas potongan 25% bea admintrasi pembatalan 
dari harga tiket awal. Pada transaksi jual beli terbentuknya perjanjian antara 
penumpang dengan PT. KAI yang dinyatakan dalam bentuk dokumen tiket 
Dalam ketentuan ta‟widh, ganti rugi diperbolehkan atas pihak yang 
melakukan penyimpangan dari ketentuan aqad dan menimbulkan kerugian 
pada pihak lain. Kerugian tersebut menrupakan kerugian rill yang jelas 
perhitungannya. Pada transaksi pembatalan tiket kereta api jika ditinjau dari 
segi teori ta‟widh belum mencakup seluruh ketentuan aturan ta’widh, dimana 
pihak PT. KAI tidak bisa menjelaskan perhitungan biaya dari 25% tersebut. 
Dan biaya ganti rugi sudah dicantumkan diawal aqad.  
B. SARAN 
Pihak PT. Kereta Api Indonesia bisa menjelaskan perhitungan biaya 
25% tersebut. Dan untuk Customer / Calon Penumpang sebaiknya membaca 
terlebih dahulu persyaratan dan ketentuan sebelum melakukan transaksi. 
Jadilah customer yang cerdas, sehingga tidak bisa menyalahkan pihak PT. 
KAI secara sepihak.  
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